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ABSTRAK

The development of digital payment systems through the Quick Response Code
Indonesian Standard (QRIS) has enhanced the efficiency of cashless
transactions. Nevertheless, in practice, some merchants continue to impose
Merchant Discount Rate (MDR) fees on consumers, despite Article 52 of Bank
Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 on Payment Service Providers
explicitly prohibiting such practices. Under this regulatory framework,
Payment Service Providers have specific legal obligations related to merchant
compliance with the prohibition on transferring MDR fees to consumers. This
research aims to analyze the effectiveness of the legal regulation governing
the role of PJP in ensuring merchant compliance with the prohibition of MDR
charges in QRIS transactions.

This study employs normative legal research using statutory and conceptual
approaches. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary
legal materials were analyzed qualitatively. The analysis is grounded in the
theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto and by Bruggink.

The findings indicate that although the regulation provides a clear normative
basis for assigning supervisory obligations to PJP, its effectiveness has not
been fully achieved due to weaknesses in sanction mechanisms and inter-PJP
coordination. Consequently, regulatory refinement is required to strengthen
consumer protection and legal certainty within the QRIS payment system.

Keywords: QRIS, Merchant Discount Rate, Payment Service Providers, legal
effectiveness, consumer protection.
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ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code
Indonesian Standard (QRIS) telah meningkatkan efisiensi transaksi tanpa
uang tunai. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha masih
terus membebankan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen,
meskipun Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PB1/2021 tentang
Penyedia Jasa Pembayaran secara eksplisit melarang praktik tersebut. Di
bawah kerangka peraturan ini, Penyedia Jasa Pembayaran memiliki kewajiban
hukum khusus terkait kepatuhan pedagang terhadap larangan pengalihan
biaya MDR kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektivitas peraturan hukum yang mengatur peran PJP dalam memastikan
kepatuhan pedagang terhadap larangan pengenaan biaya MDR dalam
transaksi QRIS.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
hukum dan konseptual. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Analisis ini didasarkan pada
teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan
Bruggink.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut memberikan
dasar normatif yang jelas untuk menetapkan kewajiban pengawasan kepada
PJP, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena kelemahan dalam
mekanisme sanksi dan koordinasi antar-PJP. Akibatnya, perbaikan peraturan
diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan kepastian hukum
dalam sistem pembayaran QRIS.

Kata kunci: QRIS, Merchant Discount Rate, Penyedia Jasa Pembayaran,
efektivitas hukum, perlindungan konsumen.
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